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Abstrak: Penurunan TFR di Kota Yogyakarta menunjukkan keberhasilan program
pengendalian kelahiran melalui program KB dan peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap kesehatan reproduksi. Namun, capaian TFR yang kini berada di bawah
replacement level 2,1 menimbulkan pertanyaan "quo vadis" ke mana arah kebijakan
kependudukan akan dibawa di tengah ancaman penuaan penduduk dan berakhirnya
bonus demografi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak rendahnya TFR
terhadap struktur demografi serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga
keseimbangan demografi di masa depan. Metode penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan pegawai DP3AP2KB Kota
Yogyakarta serta analisis data sekunder berupa tren TFR, piramida penduduk, serta
rasio ketergantungan yang diambil dari website resmi BKKBN dan BPS. Data
sekunder yang diolah menunjukkan: (1) TFR yang terus turun; (2) penurunan rasio
ketergantungan dari 50 (2010) menjadi 4142 (2023-2024) yang menandai fase akhir
bonus demografi; dan (3) piramida penduduk 2024 yang menyempit di bagian bawah
serta meningkatnya proporsi lansia, mengindikasikan awal proses aging population.
Hasil penelitian menegaskan bahwa TFR rendah mempercepat transisi menuju
penduduk menua sehingga kebijakan daerah harus lebih adaptif. Pemerintah Kota
Yogyakarta merespons melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK),
advokasi penurunan unmet need, serta pengembangan Sekolah Lansia sebagai strategi
kesiapan menghadapi era pasca bonus demografi. Kajian ini menegaskan urgensi arah
kebijakan kependudukan daerah menuju keseimbangan antara pengendalian
kelahiran, fertilitas ideal, dan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: Bonus Demografi; Quo Vadis; TFR; Yogyakarta.

Abstract: The decline in the Total Fertility Rate (TFR) in Yogyakarta City reflects the
success of birth control programs through family planning initiatives and increased
public awareness of reproductive health. However, the current TFR, which is now
below the replacement level of 2.1, raises the question of "quo vadis" where will
population policies be headed amidst the threats of population aging and the end of
the demographic dividend? This study aims to analyze the impact of low TFR on the
demographic structure and the local government's policies in maintaining
demographic balance in the future. The research uses a descriptive qualitative
approach through interviews with officials from the DP3AP2KB (The Olffice of
Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning) of Yogyakarta City,
as well as secondary data analysis, including TFR trends, population pyramids, and
dependency ratios sourced from the official websites of BKKBN (National Population
and Family Planning Board) and BPS (Statistics Indonesia). The processed
secondary data reveals the following: (1) a continuous decline in TFR; (2) a decrease
in the dependency ratio from 50 (2010) to 4142 (2023-2024), indicating the end of
the demographic dividend phase; and (3) a population pyramid in 2024 that is
narrowing at the base and showing an increase in the proportion of elderly, signaling
the beginning of an aging population. The findings of this study emphasize that a low
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TFR accelerates the transition to an aging population, thus requiring local policies to
be more adaptive. The Yogyakarta City government has responded through
strengthening the Family Assistance Team (TPK), advocating for the reduction of
unmet need, and developing Elderly Schools as a strategy to prepare for the post-
demographic dividend era. This study underscores the urgency of local population
policies aiming for a balance between birth control, ideal fertility, and the quality of
life for the population.

Keywords: demographic dividend; Quo Vadis; TFR; Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga menempatkan penduduk sebagai pusat pembangunan berkelanjutan di
Indonesia. Pembangunan tersebut harus direncanakan secara menyeluruh di berbagai sektor untuk
menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan, sekaligus memastikan
peningkatan kualitas generasi mendatang (1). Secara konseptual, kondisi kependudukan Indonesia
dapat dipahami melalui empat aspek pokok, yaitu pengendalian jumlah, peningkatan kualitas,
pengelolaan mobilitas, dan penataan administrasi kependudukan. Untuk menjalankan keempat aspek
tersebut, dibutuhkan peran aktor pembangunan yang kompeten, disertai dukungan sistem informasi
kependudukan yang akurat dan terpercaya (2).

Menurut laporan (3) pemerintah Indonesia hingga kini belum sepenuhnya berhasil
mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada
kependudukan ke dalam berbagai program sektoral secara optimal. Masih terdapat sejumlah hambatan
yang menghalangi terwujudnya pembangunan yang benar-benar berwawasan kependudukan. Hal ini
tercermin dari kurangnya perhatian serius terhadap aspek kependudukan dalam perencanaan
pembangunan nasional. Seperti halnya banyak negara berkembang, prioritas pembangunan di
Indonesia lebih banyak diarahkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kemudian
dijadikan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Padahal, meskipun Indonesia telah memiliki
kerangka trilogi pembangunan yang menekankan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas, praktiknya
fokus tetap terpusat pada aspek pertumbuhan ekonomi. Orientasi pembangunan yang menitikberatkan
pada pertumbuhan semata tanpa memperhitungkan potensi dan kebutuhan penduduk terbukti tidak
berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, penduduk sering kali hanya dipandang sebagai angka
kuantitatif, sementara hak, kewajiban, dan peran negara dalam menjaga keseimbangan aspek
kependudukan kerap terabaikan (4).

Menurut (5) pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 untuk mewujudkan
pertumbuhan penduduk yang seimbang dan membangun keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan
kebijakan melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Berdasarkan amanat undang-undang
tersebut, diperlukan adanya keselarasan pemahaman dan kesamaan perspektif di antara Dinas, Badan,

serta Instansi di tingkat pemerintah provinsi maupun seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
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Keberhasilan pembangunan di Indonesia telah membawa dampak nyata berupa meningkatnya
angka harapan hidup dan terjadinya perubahan struktur umur penduduk. Perubahan ini dipicu oleh
penurunan tingkat kelahiran dan kematian yang kemudian menggeser komposisi demografi nasional.
Kondisi tersebut sejalan dengan teori transisi demografi, yang menjelaskan bahwa suatu wilayah pada
awalnya didominasi penduduk usia muda, namun seiring waktu bergeser menjadi didominasi penduduk

lanjut usia akibat menurunnya angka kelahiran dan kematian (6).

Tabel 1. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten/Kota Se DIY

LF SP 2020 Tahun 2023 Tahun 2024
No Kab/Kota TFR TFR TFR Proyeksi TFR 2025

1 Bantul 1,90 1,78 1,75 1.79
2 Sleman 1,87 1,77 1,80 1.76
3 Gunungkidul 1,96 1,90 1,89 1.82
4 Kulon Progo 2,02 1,98 1,98 1.86
5 Kota Yogyakarta 1,67 1,67 1,65 1.63

PROVINSI DIY 1,89 1,81 1,83 1,78

Sumber: BKKBN DIY, 2025.

Berdasarkan tabel 1, di antara seluruh provinsi di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
tercatat memiliki angka kelahiran yang paling rendah, dengan Kota Yogyakarta menjadi wilayah
dengan Total Fertility Rate (TFR) terendah dibanding 4 Kabupaten lainnya berdasarkan data TFR yang
dirilis oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2023 dan
2024. Menurut BKKBN, proyeksi TFR Kota Yogyakarta pada tahun 2025 akan mengalami penurunan
kembali yaitu pada angka 1,63. Data menunjukkan bahwa wilayah seperti Sleman dan Bantul memiliki
jumlah keluarga yang relatif lebih banyak, yang dapat mencerminkan tingkat fertilitas yang cenderung
stabil atau moderat. Sebaliknya, daerah dengan proporsi keluarga lebih sedikit, seperti Kota
Yogyakarta, berpotensi menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan penduduk apabila tingkat
fertilitasnya berada di bawah replacement level 2,1 anak per perempuan (7).

Berdasarkan data tabel 1, Kota Yogyakarta telah berhasil menurunkan TFR menjadi yang
terendah diantara Kabupaten/Kota di DIY. Menurut (8) penurunan TFR menunjukkan keberhasilan
kebijakan pemerintah dalam mengendalikan angka kelahiran melalui program-program keluarga
berencana, pendidikan kesehatan reproduksi, serta pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas.
Namun, meskipun TFR di Yogyakarta sudah rendah, tantangan utama yang dihadapi menurut (9)
adalah bagaimana mempertahankan tingkat fertilitas yang seimbang, tidak terlalu rendah hingga
mengancam struktur demografis dan ketahanan sosial, serta tidak terlalu tinggi hingga menambah
beban pada sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurut (10) bonus demografi adalah sebuah periode ketika jumlah penduduk usia produktif
(15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Kondisi ini biasanya
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muncul sebagai hasil dari keberhasilan menekan angka kelahiran dan kematian secara berkelanjutan
dalam jangka panjang. Isu kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan
daerah. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat membebani penyediaan kebutuhan dasar
masyarakat, sedangkan angka kelahiran yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan masalah penuaan
penduduk dan berkurangnya tenaga kerja produktif di masa depan. Oleh karena itu, angka kelahiran
yang seimbang menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Fact Sheet WHO tentang Penuaan dan Kesehatan (11) diperkirakan pada tahun 2030,
satu dari enam orang di dunia akan berusia 60 tahun ke atas. Jumlah penduduk lanjut usia ini
meningkat dari sekitar 1 miliar jiwa pada tahun 2020 menjadi 1,4 miliar, dan pada tahun 2050
diproyeksikan akan berlipat ganda hingga mencapai 2,1 miliar. Sementara itu, kelompok penduduk
berusia 80 tahun ke atas diperkirakan akan melonjak tiga kali lipat dalam kurun 2020-2050, yaitu
mencapai sekitar 426 juta jiwa. Fenomena pergeseran struktur penduduk menuju dominasi usia lanjut
dikenal sebagai penuaan penduduk awalnya terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti
Jepang di mana sekitar 30% penduduknya berusia di atas 60 tahun. Namun, saat ini justru negara-
negara berpenghasilan rendah dan menengah yang menghadapi laju perubahan paling signifikan.

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan pusat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang memahami konteks lokal. Oleh karena
itu, desain dan implementasi desentralisasi perlu mempertimbangkan secara mendalam kondisi lokal
serta kapasitas institusional pemerintah daerah sebagai bagian integral dari proses kebijakan (12).
Sejalan dengan hal tersebut, menurut laporan (3) pemerintah daerah memiliki peran yang sangat
strategis dalam mengelola isu kependudukan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Melalui
pelimpahan kewenangan (devolution of power), pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan
dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan demografi di wilayahnya.

Kota Yogyakarta telah mengalami penurunan signifikan dalam TFR menurut tabel 1, yang kini
berada di bawah angka replacement level. Angka TFR yang rendah ini menjadi indikator penting
dalam dinamika demografi Kota Yogyakarta, yang berpotensi menghadapi tantangan besar terkait
keseimbangan struktur penduduk. Seperti yang diungkapkan Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo
dalam kuliah tamu DMKP (13) bahwa Yogyakarta menghadapi jendela bonus demografi yang akan
segera tertutup yang secara tidak langsung mengacu pada keseimbangan antara usia produktif dan
non-produktif. Penurunan TFR mempengaruhi jumlah penduduk usia produktif dan non-produktif,
serta berpotensi mempercepat proses penuaan penduduk jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang
tepat. Hasto Wardoyo juga mengungkapkan bahwa Yogyakarta tertua di Indonesia dengan populasi
lansia yang sudah mencapai 16% dan berada di garis depan ancaman menua sebelum kaya. Sehingga
pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Yogyakarta, perlu merumuskan kebijakan yang dapat menjaga

keseimbangan antara pengendalian kelahiran dan keberlanjutan struktur demografi. Penurunan TFR di

[136]



Quo Vadis Rendahnya Total Fertility Rate di Kota Yogyakarta
Vol x, No x (202x): Page no: XXX-Xxx

Kota Yogyakarta memerlukan perhatian khusus, karena dapat memengaruhi kualitas kehidupan
masyarakat, keberlanjutan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta dampak sosial lainnya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas fenomena penurunan fertilitas dan dinamika
bonus demografi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. (14) menyoroti dinamika fertilitas di
Ethiopia sebagai bagian dari transisi demografi global. Studi tersebut menekankan pentingnya
kebijakan pemerintah pusat dalam menekan angka kelahiran. Sementara itu, (15) dalam kajiannya di
Tiongkok menemukan bahwa penurunan fertilitas sejak 2017-2023 dipengaruhi oleh kebijakan
keluarga berencana, urbanisasi, partisipasi kerja perempuan, serta faktor ekonomi. Temuan ini
menegaskan bahwa penurunan fertilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga erat
dengan transformasi sosial dan kebijakan publik. Lebih lanjut, studi internasional dalam (16) mengenai
kualitas hidup lansia di Indonesia menggarisbawahi bahwa meskipun jumlah penduduk lanjut usia
terus meningkat, dukungan sistem sosial, layanan kesehatan, serta lingkungan ramah usia belum
sepenuhnya memadai. Hal ini memperkuat pandangan bahwa penuaan penduduk yang dipicu oleh
fertilitas rendah menuntut kesiapan kebijakan jangka panjang.

Dalam konteks nasional, penelitian (17) menyoroti bahwa penurunan angka kelahiran di
Indonesia dipengaruhi oleh peningkatan pendidikan, perubahan norma sosial, tekanan ekonomi, hingga
fenomena child free. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor non-demografis turut berperan
signifikan dalam membentuk perilaku fertilitas. Secara lebih spesifik, sejumlah studi daerah
memberikan gambaran yang lebih tajam, (6) menemukan bahwa penuaan penduduk di Aceh terjadi di
tengah kondisi sosial ekonomi yang belum merata, sehingga muncul risiko aging before getting rich
atau belum siap menghadapi penuaan penduduk. Menggambarkan lemahnya kesiapan daerah
menghadapi aging population. Sementara itu, (7) menekankan adanya perbedaan pola fertilitas antara
wilayah urban dan rural di DIY. Kota Yogyakarta, yang memiliki TFR di bawah replacement level,
menghadapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan penduduk, dipengaruhi urbanisasi, tekanan
ekonomi, dan pergeseran norma keluarga.

Sebagian besar penelitian terkait TFR menyoroti faktor-faktor penyebab penurunan fertilitas,
serta implikasinya terhadap struktur penduduk di tingkat global atau nasional. Namun, ada kesenjangan
dalam penelitian yang membahas bagaimana rendahnya TFR di Kota Yogyakarta secara spesifik
mempengaruhi kebijakan kependudukan, serta dampaknya terhadap kualitas hidup penduduk dan
keberlanjutan struktur demografi di tingkat lokal. Beberapa penelitian juga telah membahas pentingnya
kebijakan keluarga berencana atau pendidikan kesehatan reproduksi dalam menurunkan TFR, namun
sedikit yang memfokuskan pada tindakan nyata pemerintah daerah dalam mengatasi masalah fertilitas
rendah di tingkat kota dan bagaimana kebijakan ini beradaptasi dengan karakteristik lokal Kota
Yogyakarta.

Penelitian dilakukan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada dengan menganalisis kebijakan

yang diambil oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghadapi tantangan demografi, khususnya
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terkait dengan penurunan TFR yang signifikan. Dengan menganalisis kebijakan yang diterapkan dan
tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan struktur penduduk, penelitian ini memberikan
kontribusi penting untuk pemahaman lebih dalam mengenai respons kebijakan lokal terhadap
perubahan demografi. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana rendahnya TFR di Kota Yogyakarta mempengaruhi struktur
demografi, serta kebijakan apa yang perlu diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut dan menjaga
keseimbangan demografi di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak
rendahnya TFR di Kota Yogyakarta terhadap struktur demografi, serta untuk mengevaluasi kebijakan
yang diterapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi masalah tersebut dan menjaga

keberlanjutan struktur penduduk, dengan fokus pada tantangan yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis
dan menggambarkan secara mendalam kondisi rendahnya TFR di Kota Yogyakarta serta dampaknya
terhadap struktur demografi dan kebijakan kependudukan. Pendekatan ini dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena TFR
rendah di Kota Yogyakarta dan langkah-langkah yang telah diambil untuk menanggulangi masalah ini.
Dalam penelitian ini, desain penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis
fenomena TFR rendah serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam dan
menyeluruh mengenai realitas yang diteliti melalui penafsiran terhadap makna yang muncul dari
interaksi sosial, perilaku, pandangan, serta narasi para informan. Dalam ranah akademik maupun
praktik, pendekatan ini semakin diakui karena kemampuannya mengungkap informasi yang kaya dan
kontekstual, khususnya pada isu-isu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data statistik. Penelitian
kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan,
pengolahan, dan interpretasi data (18).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara semi-struktural untuk menggali
informasi dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kebijakan kependudukan
di Kota Yogyakarta. Informan utama dalam penelitian ini adalah PIC lansia dan Kepala Bidang KB
dan Pembangunan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta. Tujuan wawancara ini adalah
untuk menggali lebih dalam tentang implementasi kebijakan kependudukan, tantangan, dan
keberhasilan yang dihadapi dalam pengelolaan TFR yang rendah serta bagaimana kebijakan tersebut
memengaruhi struktur demografi di Kota Yogyakarta.

Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber resmi yang tersedia secara publik, seperti

website siperindu dari BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS), dan DP3AP2KB Kota Yogyakarta.
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Untuk menganalisis data sekunder, peneliti menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah data
kuantitatif yang mencakup Tren TFR Kota Yogyakarta, Piramida Penduduk, dan Rasio
Ketergantungan. Setelah data diolah, tren TFR, piramida penduduk, dan rasio ketergantungan akan
diinterpretasikan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi Kota Yogyakarta yang
dipengaruhi oleh rendahnya TFR. Peneliti juga mendiskripsikan kebijakan yang telah diterapkan oleh
pemerintah daerah dalam mengelola masalah ini, serta implikasinya terhadap keseimbangan struktur

penduduk di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bonus demografi merujuk pada periode ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun)

lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Periode ini memberikan peluang besar bagi
pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh kebijakan yang tepat dalam bidang pendidikan, kesehatan,
dan penciptaan lapangan kerja. Namun, peluang ini bersifat sementara, dan jika tidak dimanfaatkan
secara maksimal, dapat berujung pada masalah penuaan penduduk tanpa kesiapan infrastruktur sosial
dan ekonomi (19). Dalam konteks pengelolaan isu kependudukan, desentralisasi memungkinkan
pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan fertilitas rendah
dan penuaan penduduk, sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Data terkini yang di dapat dari

website resmi adalah sebagai berikut:

1.68
1.67... 1.67
1.67

1.66

1.65

1.64

1.63
162
161

16
2020 2023 2024 2025

Gambar 1. Tren TFR Kota Yogyakarta
Sumber: diolah dari data BKKBN DIY, 2025.

Gambar 1 menunjukkan tren penurunan TFR di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2025.
Nilai TFR turun dari 1,67 pada tahun 2020-2023 menjadi 1,65 pada 2024, dan diproyeksikan 1,63
pada 2025. Nilai TFR < 2,1 menunjukkan bahwa tingkat kelahiran berada di bawah tingkat
penggantian penduduk (replacement level fertility). Dengan TFR 1,63, setiap perempuan usia subur

rata-rata hanya melahirkan sekitar 1-2 anak selama masa reproduksinya. Penurunan ini menunjukkan
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berkurangnya angka kelahiran di Kota Yogyakarta, sejalan dengan pola daerah perkotaan yang
memiliki tingkat pendidikan dan partisipasi kerja perempuan tinggi yang mempengaruhi perilaku
keluarga dan keputusan mengenai jumlah anak. Jika tren ini berlanjut, populasi usia muda akan
menurun, sementara proporsi penduduk lanjut usia meningkat, mengarah pada transisi menuju
struktur penduduk menua (aging population) yang jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat,
dapat mengancam keseimbangan struktur penduduk dan kualitas kehidupan di masa depan. Kondisi
ini menandakan bonus demografi di Kota Yogyakarta hampir berakhir atau memasuki fase pasca-
bonus demografi. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian
kelahiran dan dukungan terhadap fertilitas ideal, agar tidak terjadi penurunan terlalu tajam. Serta
mengarahkan kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan yang berorientasi pada kualitas
penduduk dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Program Keluarga Berencana (KB) yang berlaku di Indonesia juga menjadi penyebab
menurunnya rasio ketergantungan. Dampak dari program KB adalah menurunnya tingkat kelahiran
bayi atau menurunnya fertilitas. Tinggi rendahnya fertililtas disebabkan oleh pandangan setiap
individu dan peningkatan pendidikan yang mampu mengubah cara berfikir seseorang menjadi lebih
rasional untuk mempertimbangkan keinginan menambah jumlah anak sesuai dengan karir dan
produktivitasnya (20).

Penurunan TFR yang signifikan menggambarkan keberhasilan kebijakan KB yang diterapkan
oleh pemerintah. Program KB dan pendidikan kesehatan reproduksi telah berhasil mengendalikan
angka kelahiran di Kota Yogyakarta. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana
mempertahankan tingkat fertilitas yang seimbang, tidak terlalu rendah sehingga mengancam struktur
demografis, tetapi juga tidak terlalu tinggi yang dapat membebani layanan dasar seperti pendidikan
dan kesehatan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat mendorong fertilitas ideal dan
mengatur keseimbangan dalam struktur penduduk.

Menurut Herristanti, S.Psi (Kepala Bidang KB dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota
Yogyakarta), Kota Yogyakarta saat ini memiliki TFR yang berada jauh di bawah angka ideal 2,1,
sehingga mencerminkan adanya fenomena anomali antara capaian TFR dan tingkat unmet need.
Perbedaan prioritas antara kebijakan nasional yang masih berfokus pada penurunan TFR dengan
kondisi daerah yang telah mencapai tingkat kelahiran rendah menunjukkan perlunya pendekatan
kebijakan yang lebih kontekstual. Meskipun demikian, dalam konteks TFR rendah dan unmet need
yang relatif tinggi, program pengendalian unmet need di Kota Yogyakarta tetap dijalankan sebagai
bagian dari indikator prioritas. Upaya yang dilakukan meliputi perbaikan sistem pencatatan dan
pelaporan, edukasi terhadap pasangan usia subur (PUS) yang belum menggunakan kontrasepsi, serta
penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam kegiatan advokasi.

TPK memiliki tugas utama untuk melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko

mengalami stunting. Pendampingan tersebut mencakup berbagai kegiatan seperti penyuluhan,
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fasilitasi pelayanan rujukan, serta dukungan bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan akses
keluarga terhadap informasi dan layanan kesehatan. Sasaran program ini meliputi ibu hamil, ibu
pascapersalinan, anak berusia 0-59 bulan, serta calon pengantin atau pasangan usia subur melalui
pendampingan pranikah selama tiga bulan sebagai bagian dari upaya deteksi dini faktor risiko stunting
(21).

Selain fokus pada pencegahan stunting, anggota TPK berperan penting dalam menekan angka
unmet need yakni kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi. Upaya ini bertujuan mencegah terjadinya
kehamilan yang tidak direncanakan, yang berpotensi menjadi salah satu faktor risiko munculnya
stunting pada anak. Dengan demikian, fungsi TPK tidak hanya berorientasi pada penanganan gizi dan
kesehatan anak, tetapi juga memperkuat intervensi hulu melalui pengendalian fertilitas dan

perencanaan kehamilan yang lebih baik di tingkat keluarga.

60

50.33
50

40
30
20

10

2010 2020 2023 2024

Gambar 2. Tren Dependecy Ratio Kota Yogyakarta
Sumber: diolah dari siperindu.online, 2025.

Gambar 2 menunjukkan penurunan rasio ketergantungan di Kota Yogyakarta dari tahun 2010-
2020, diikuti oleh stabilisasi pada kisaran 41-42 pada tahun 2023-2024. Rasio ketergantungan Kota
Yogyakarta tahun 2024 sekitar 42 per 100 orang usia produktif (15-64). Ini berarti setiap tanggungan
didukung oleh 2,4 orang usia kerja. Pada tahun 2010, setiap 100 orang usia produktif menanggung 50
orang non-produktif, Tahun 2020-2024, angka ini menurun menjadi sekitar 41-42 orang non-
produktif. Artinya, beban ketergantungan semakin ringan dibanding dekade sebelumnya. Penurunan
tajam dari 2010 ke 2020 menunjukkan periode bonus demografi, ketika proporsi usia produktif
meningkat. Namun, stabilnya rasio sejak 2020 menandakan bahwa bonus demografi mulai mencapai
titik puncak dan berpotensi memasuki fase pasca bonus demografi jika jumlah penduduk lanjut usia

terus meningkat. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memanfaatkan sisa momentum bonus demografi
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melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja. Pada saat yang sama,
perlu disiapkan kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi untuk kelompok lanjut usia, karena
proporsi mereka akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Data penurunan rasio ketergantungan di Kota Yogyakarta sejalan dengan tren global di negara
berkembang. Di mana rasio ketergantungan demografis menurun tajam dari 0,93 pada tahun 1991
menjadi 0,81 pada tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai 0,72 pada 2030. Penurunan ini terutama
disebabkan oleh berkurangnya rasio ketergantungan anak, sementara rasio ketergantungan lansia
mulai meningkat perlahan sejak pertengahan 2000-an (22). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
beban tanggungan terhadap kelompok usia produktif semakin ringan dan mencerminkan momentum
bonus demografi yang memberi peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilisasi rasio ketergantungan
sejak 2020 menandakan fase transisi menuju masyarakat menua, di mana peningkatan proporsi
penduduk lanjut usia akan menjadi determinan utama ketergantungan ekonomi di masa depan. Oleh
karena itu, kebijakan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial bagi lansia menjadi kunci

untuk menjaga keberlanjutan manfaat bonus demografi.
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Gambar 3. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024
Sumber: diolah dari jogjakota.bps.go.id, 2025.

Berdasarkan gambar 3 piramida penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024, penduduk usia
produktif (15—64 tahun) mendominasi, terutama kelompok 20-34 tahun yang paling besar. Penduduk
usia muda (0—14 tahun) jumlahnya relatif kecil, menandakan tingkat kelahiran rendah. Penduduk
lanjut usia (65 tahun ke atas) mulai terlihat meningkat, meskipun belum dominan, menunjukkan awal

proses penuaan penduduk (aging population). Struktur ini menggambarkan fase akhir bonus
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demografi di mana proporsi usia produktif masih besar, tetapi regenerasi usia muda mulai menurun.
Jika tren kelahiran rendah terus berlanjut (seperti pada TFR 1,63), maka dalam satu hingga dua
dekade ke depan, piramida akan semakin menyempit di bagian bawah dan melebar di bagian atas,
menandakan menuanya penduduk Kota Yogyakarta. Pemerintah perlu mengoptimalkan potensi
penduduk usia produktif yang masih besar melalui peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan
inovasi ekonomi. Di sisi lain, perlu antisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan lansia, seperti
kesehatan dan jaminan sosial.

Seiring dengan era bonus demografi saat ini, seyogyanya setiap provinsi, kabupaten, kota dapat
bercermin dari kondisi saat ini. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu
keharusan jika akan meraih bonus demografi kedua di masa depan. Berbagai upaya untuk
mempersiapkan lanjut usia di masa depan sudah perlu dilakukan sejak saat ini, yang didukung adanya
regulasi (23).

Menurut Asep Novianto, S.K.M. (PIC Lansia DP3AP2KB Kota Yogyakarta), Pemerintah Kota
Yogyakarta melalui DP3AP2KB melaksanakan pengembangan Sekolah Lansia. Program ini berawal
dari inisiatif BKKBN sebagai proyek percontohan dengan pendanaan APBN, kemudian pada tahun
2025 mulai difasilitasi dengan anggaran murni APBD. Salah satu model uji coba dilakukan di RW §
Suryodiningratan, dengan rencana perluasan pembentukan Sekolah Lansia hingga total 11 sekolah
lansia pada tahun 2026 di Kota Yogyakarta (Karena di Kota Yogyakarta sedang menyusun perda
kelanjutusiaan). Pelaksanaan program ini juga melibatkan berbagai sumber pendanaan seperti CSR
perguruan tinggi (misalnya UII) dan dana kelurahan hasil musrenbang masyarakat. Selain kurikulum
yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan lansia, direncanakan Sekolah Lansia akan
mengembangkan materi kewirausahaan dan literasi digital, bekerja sama dengan Disperindagkop
UKM serta Dinas Kominfo setempat. Kegiatan lansia disambut antusias oleh peserta dan menjadi
wadah penting untuk interaksi sosial. Kolaborasi lintas sektor dilakukan melalui forum bulanan case
conference yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dengan keterlibatan OPD seperti Dinas Kesehatan,
Dinas Sosial, dan DP3AP2KB. Forum ini membahas kasus-kasus lansia seperti keterlantaran dan
perlindungan jaminan pelayanan (PJP), serta menghadirkan pakar dari Akademisi Universitas. Kader
lansia berperan aktif sebagai penghubung lapangan dan pelapor kegiatan, mencerminkan semangat
sosial tinggi dalam mewujudkan layanan lansia yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kota
Yogyakarta.

Berdasarkan informasi dari DPRD Kota Yogyakarta, bahwa DPRD Kota Yogyakarta bersama
Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Lanjut Usia untuk segera disahkan. Persetujuan tersebut diumumkan dalam rapat
paripurna melalui penyampaian laporan Panitia Khusus Raperda Lansia pada tanggal 5 November
2025. Kehadiran regulasi ini menandai langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum upaya

peningkatan kesejahteraan bagi warga lanjut usia di Kota Yogyakarta (24).
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Program Sekolah Lansia yang akan dikembangkan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui
DP3AP2KB pada dasarnya merupakan wujud konkret dari pendekatan community-based aging
education yang diinisiasi melalui kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL). Menurut (25) Sekolah
Lansia merupakan salah satu konsep pendidikan secara informal yang dilakukan sepanjang hayat
kepada lanjut usia, pembelajarannya dirancang secara partisipatif dengan memadukan unsur edukatif,
rekreatif, dan spiritual. Melalui aktivitas seperti doa bersama, serta pendalaman wawasan tentang
proses menua, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga membangun
semangat kebersamaan dan rasa percaya diri. Tujuan utama dari Sekolah Lansia adalah meningkatkan
kualitas hidup lanjut usia secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, sosial, ekonomi, dan
spiritual. Dengan demikian, lansia tidak hanya diharapkan mencapai usia panjang, tetapi juga mampu

menjadi individu yang tangguh, sehat, produktif, dan bahagia di masa tua.

KESIMPULAN

Penurunan TFR di Kota Yogyakarta yang kini berada jauh di bawah angka replacement level
2,1 menunjukkan keberhasilan kebijakan pengendalian kelahiran melalui program KB dan
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Namun demikian, kondisi TFR
yang sangat rendah sekaligus unmet need yang masih relatif tinggi di Kota Yogyakarta mencerminkan
adanya anomali dalam dinamika kependudukan daerah. Fenomena ini menandakan perlunya
pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik lokal Kota
Yogyakarta, agar tujuan nasional dalam menekan unmet need tetap selaras dengan upaya daerah
menjaga keseimbangan struktur demografi.

Secara umum, rendahnya TFR berpotensi mendorong pergeseran struktur penduduk menuju
penuaan (aging population), yang dapat berdampak pada menurunnya proporsi usia produktif dan
meningkatnya beban ketergantungan di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan di
tingkat daerah perlu diarahkan tidak hanya pada pengendalian kelahiran, tetapi juga pada dukungan
terhadap fertilitas ideal dan peningkatan kualitas keluarga. Upaya seperti penguatan peran Tim
Pendamping Keluarga (TPK) serta pengembangan program pemberdayaan lansia seperti Sekolah
Lansia menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan demografi
dan kualitas kehidupan penduduk di Kota Yogyakarta.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian fertilitas di daerah dengan
TFR rendah harus mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap penuaan penduduk. Pemerintah
daerah perlu mengembangkan kebijakan yang bersifat asimetris terhadap kebijakan pusat, dengan
memperhatikan kondisi lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari sumber-
sumber publik seperti BKKBN dan BPS, serta wawancara yang dilakukan dengan dua informan
utama, yaitu PIC Lansia dan Kepala Bidang KB dan Pembangunan Keluarga di DP3AP2KB Kota
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Yogyakarta. Mengingat jumlah informan yang terbatas, hasil wawancara ini mungkin tidak mencakup
seluruh perspektif terkait kebijakan kependudukan yang diterapkan di Kota Yogyakarta. Oleh karena
itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan data kuantitatif longitudinal atau
melakukan analisis komparatif antar daerah dengan karakteristik TFR serupa guna memperkuat

temuan empiris dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
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